
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

BUPATI LOMBOKBARAT,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

87 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Tahun Anggaran 2020, perlu merubah Peraturan Bupati

Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun

2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANBUPATI LOMBOKBARAT
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARANANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH

TAHUNANGGARAN2020

BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Indonesia Nomor4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

NegaraRepublikIndonesia Nomor5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
"\



4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor91);
25. Keputusan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 11 Tahun

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat COVID-19;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 16Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor525);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor655);

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19IPMK07 12020
tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH,DAUdan DID
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan



Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.991.276.559.288,04- berkurang
sejumlah Rp185.723.714.251,84- sehingga menjadi Rp1.805.552.845.036,20_
dengan rincian sebagai berikut :

PASALI

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten LombokBarat Tahun 2019 Nomor61) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN:

PERUBAHANKETIGAATASPERATURANBUPATINOMOR61
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN
2020.

Menetapkan

COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 250);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepata.n Penanganan Corona Virus Desease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran
2020 Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokBarat Tahun 2007 Nomor5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83);
dan

32. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2019 Nomor 13).



Pasal2
Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

RpO,OO

Rp139.650.000.000,00

: Rpl0.650.000.000,OO+

Rp10.650.000.000,00

: RpO,OO

Rp150.300.000.000,00
+: RpO,OO

:RpI50.300.000.000,00

: Rp1.991.276.559.288,04
: RpI96.373.714.251.84
Rp1.794.902.845.036,20
Rp(139.650.000.000,00)

: Rp1.840.976.559.288,04
: RpI85.723.714.251,84
Rpl.655.252.845.036,20

1)Semula

2) Bertambah/berkurang
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

4. Pembiayaan
a. Penerimaan

a. Semula

b. Bertambah/berkurang
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula

b. Bertambah/berkurang
Jumlah Belanja setelah Perubahan

3. Surplus/ (Defisit)

b. Pengeluaran Pembiayaan

1)Semula
2) Bertambab./berkurang
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Neto

setelah perubahan
Sisa LebihPembiayaanAnggaran
setelah perubahan

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

empat rupiah) berkurang sejumlah RpI85.723.714.i5loh,_ (Seratus delapan
puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu

dua ratus lima puluh satu koma delapan puluh empat rupiah) sehinggamenjadi
Rp1.805.552.845.036,20- (Satu triliun delapan ratus lima milyar lima ratus
lima puluh duajuta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga puluh enam koma
dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2020 NOMOR49
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Ditetapkan di GerungI pada tanggal, 29 Juli 2020 A
~ BUPATILOMBOKBARAT,tr'"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten LombokBarat.

Pasal II
Peraturan Bupati LombokBarat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa14
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasa14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasa13

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II (dua) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasa13 diubah sehingga berbunyi seo .....,...........


